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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN AlAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 195 TAHUN 2014
TENTANG PEMBATASAN LALU L1NTAS SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

c

Menimbang

Mengingat

a, bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan
ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas jalan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas
Sepeda Motor;

b, bahwCl berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba
pembatasan lalu Iintas sepeda motor di Jalan M,H, Tharnrin dan
Jalan Medan Merdeka Barat yang telah dilaksanakan selama 1 (satu)
bulan, maka Peraturan Gubernur Norr.or 195 Tahun 2014
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penyempurnClan;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hUl'uf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang
Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor;

1. Undang..Undang Nomor 29 Tahun 2007 tcntang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik l!ldonesia;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

3. Undang..Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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Menetapkan
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4. Undang-U~dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peratumn Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas;

7. Peraturctn Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang
Rambu L.alu Lintas;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan
Lalu Lintas Sepeda Motor;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 195 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBATASAN LALU L1NTAS SEPEDA MOTOR.

Pasall

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014
tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61046) diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal3

(1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diberlakukan mulai Pukul 06.00-23.00.

(2) Pembatasan lalu Iintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tidak berlaku bagi kendaraan dinas operasional Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Dinas
Perhubungan dan Transportasi berupa sepeda motor yang digunakan
aparat untuk menjalankan tugas.
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Pasal \I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71015


